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ABSTRAK

Idrus (2023). Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara.Dibawah
bimbingan Muhammad Isa Ansari dan Anwar Parwangi.

Fokus penelitian ini mengenai bagaimana Kinerja Pelayanan Publik Dalam
Pembuatan Kartu Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Kinerja Pelayanan
Publik Dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori dari Agus
Dwiyanto (2008).

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Pelayanan Publik Daam
Pembuatan Kartu Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara sudah dianggap optimal jika ditinjau dari aspek Produktivitas, Kuaitas
Layanan, Responsivitas,Responsibilitas dan Akuntabilitas,, Namun jika ditinjau dari
aspek Kualitas Layanan dapat dikatakan masih perlu untuk ditingkatkan karena masalah
akses jaringan dan listrik yang belum merata, namun pelayanan berbasis manua masih
berjalan dengan efektif. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya,maka
penulis memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk Kinerja Pelayanan
Publik Dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara kedepannya, yaitu agar lebih Memaksimalkan
potensi pegawai dengan meningkatkan kualitas pegawai dalam melayani masyarakat.
Merancang inovasi dalam pelayanan berbasis teknologi yang lebih baik, Perlu adanya
pemberian reward and punishment kepada setiap pegawal terhadap prestas kerja yang
dilakukan.

Kata Kunci : KinerjaPelayanan Publik, Kartu Pencari Kerja
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Pelayanan publik menjadi menjadi perbincangan hangat sejak otonomi
daerah dilaksanakan karena pelayanan publik adalah salah satu faktor
penunjang keberhasilan otonomi daerah. Pelayanan publik merupakan
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, aparatur negara dalam hal ini dititik
beratkan hendaknya memberikan pelayanan sebak-baiknya kepada
masyarakat, berorientasi pada kepentingan dan kepuasan penerima pelayanan.
Pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil jika pemerintah daerah
memberikan pelayanan publik yang sangat berkuliatas kepada masyarakat.
Kualitas pelayaan publik juga dipicu oleh perubahan global yang terjadi di
berbagai bidang kehidupan dan di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu,
sudah menjadi keharusan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan

yang di berikan kepada masyarakat.

Sgaan dengan itu, persepsi masyarakat terhadap kinerja buruknya
birokrasi pelayanan publik, khususnya perilakunya terhadap memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat di berbagai bidang yang sesuai dengan
moral. Hal ini terkait dengan pelayanan publik menurut Undang-Undang No.25
Tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara.



Menurut (Kurniawan 2005) mengatakan bahwa pelayanan publik
adalah pemberian layanan atau pelayanan terhadap keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Menurut (Zauhar 2001), pelayanan
publik adalah suatu usaha untuk membantu atau memberi manfaat kepada
publik melalui penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh publik. Semua
barang dan jasa publik (public good and service) yang diatur dan
diselenggarakan oleh pemerintah kepada warga negara. Masyarakat sebagai

pengguna pelayanan public berharap dapat dilayani dengan baik dan cepat.

Dalam keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara
No0:62/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik diartikan sebgai kegiatan
pelayanan yang dilaksnakan oleh penyelengara pelayanan publik sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
peraturan perundang-undangan (Djumara et a. 2009a). Pemerintah harus
melakukan suatu bentuk pelayanan dikenal dengan strategi pelayanan publik
sebagal wujud kepedulian terhdapa masyarakat. Selain dari padaitu, pelayanan
publik merupakan kedudukan dimana pemerintah menjalankan tugasnya dan
menjadi contoh penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah

tingkat.

Metode yang di gunakan untuk mengatur kepuasan masyarakat terdapat
pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP//25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang pedoman umum

penyususnan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah.



Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informas tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif
atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhan.

Pemerintah Daerah Morowali Utara melalui Dinar Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (DISNAKERTRANS) telah memberikan perhatian terhadap pe
ngangguran dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program, salah
satunyamembantu para pencari kerjamendapatkan kartu pencari kerja. Namun
pada kenyataannya, proses pembuatan kartu pencari kerja seringkali menemui
kendala dan tantangan. Apalagi, proses pembuatan kartu pencari
kerja seringkali memiliki prosedur yang rumit dan tidak praktis. Pencari kerja
harus melalui langkah-langkah yang berbeda dan mengisi formulir yang
berbeda, yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Hal ini dapat
mempersulit proses mendapatkan kartu pencari kerjadan mengurangi efisiensi
pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja  pelayanan  publik
dalam pembuatan kartu pencari kerja diperlukan upaya yang sistematis dan
terencana. Pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mempercepat
proses mendapatkan kartu pencari kerja, menyederhanakan prosedur yang
rumit dan menghilangkan biaya yang tidak perlu. Selain itu, pemerintah juga
harus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik untuk melayani

pencari kerja secaralebih baik dan efisien.



Permasalahan dalam pembuatan kartu pencari kerja yang tidak bisa
diakses secara online, namun harus ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
untuk membuat kartu pencari kerja dan kurangnya tanggung jawab pegawai
dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan sehingga pembuat

kartu mengantri hingga berjam-jam.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan suatu
penelitian dengan judul “Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan
Kartu PencariKerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras

Kabupaten Morowali utara”.

B. Rumusan Masalah
Bagamana kinerja pelayanan public dalam pembuatan Kkartu
pencarikerja pada Dinas Tenaga K erja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali

Utara?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja
pelayanan publik dalam pembuatan kartu pencarikerja pada Dinas Tenaga

Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara.

D. Manfaat Penélitian
Adapun manfaat yang di harapkan oleh penulis dalam penélitian ini

adalah sebagai berikut :



1. Secarateoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu bahan studi
perbandingan selanjutnya, dan untuk mengetahui strategi pelayanan public
dikantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

2. Secara praktis, bagi diri sendiri dapat dijadikan beka yang berguna bagi
karirnya sebagai pekerja dikantoran. Bagi para pembaca dapat dijadikan
sebagal penambah wawasan dan ilmu sekaligus kunci inovasi untuk
melakukan penelitian lebih lanjut. Sebagai bahan acuan siapa sgja yang

ingin membacanya



A.

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahu mempunya tujuan untuk mendapatkan bahan
perbandingan. selain itu untuk mengatasi persamaan dengan penelitian ini,
maka dalam tinjauan pustaka ini sebagai Peneliti mengemukakan hasil-kasil

penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabd 2.1 Pendlitian Terdahulu

No Nama Peneliti Metode Hasil Pendlitian
Pendlitian

1. | (Ratulangi et al. 2022) | Kualitatif Berdasarkan hasil  penelitian
“Kinerja Pelayanan peneliti ini ada beberapaindikator
Publik Aparatur yang di teliti .yaitu:
Pemerintah Kecamatan L Rel_evans(ReIevan;e). o

. Yaitu aspek penilaian kinerja

Retghan  Di  Masa ddam  hasl  pendlitian
Pandemi  Covid-19 indikator ini, penliain kinerja
(Suatu Studi Di Kantor pegawal dilaksnakan dalam
Camat Ratahan rangka untuk pengembangan
Kabupaten Minahasa karir  pegawal.  Sefiap
Tenggara)” mengaj ukan kenaikan

pangkat, jabatan, promosi,
sampai dengan  pension
memerlukan hasil penliain
kinerja pegawai (SKP) dan
perilaku  kinerja Pegawal
(PKP).

2. Senslvitas (Sengitivity).
Sengitivitas penliain kinerja
pegawa cukup efektif dalam
melihat pegawai yang
berprestas karena dilakukan
sendiri oleh atasan langsung
dari pegawai. Kemudian
atasan langsung dirasa paling
mengetahui  kinerja pegawai




karena  secara intensif
berinterakss dalam kinerja
sehari-hari pegawai.

3. Kehandalan (Redlibility).
Kehandalan sdah satunya
aspek  untuk  mengukur
kemampuan dalam penliaian
kinerja pegawai, bahwa
unsue-unsur yang akan dinilai
sudah jelas tertuang dalam

peraturan perundang-
undangan yang ada.
4. Dapat diterima

(Acceptability).

Dalam proses penilaian salah
satu yang sangat penting
adalah kemampuan penilal
dalam melakukan penilaian
sesuai dengan kemampuan
penilai.

5. Kepraktisan (Practicality).
Indikator kepraktisan salah
satunya bermaksud bawha
daam mengukur kinerja
pegawai aat  penilaian
prestasi mudah digunakan dan
dimengerti oleh penilai.

(Mursalin et al. 2021)
“Kinerja ~ Pelayanan
Publik Pada Kantor
Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan
Kelas v
Bagansiapiapi”

Kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian ada
empat belas (14) indikator yang
digunakan menurut Moerheriono
(2012) yaitu: prosedur pelayanan,
persyaratan pelayanan, kejelasan
petugas pelayanan, kedisiplinan
petugas pelayanan,
tanggungjawab petugas
pelayanan, kemampuan tugas
pelayanan, kecepatan pelayanan,
keadilan mendapatkan pelayanan,
kepastian jadwal pelayanan,
kenyamanan pelayanan. Ada tiga
belas (13) indikator yang sudah
baik dan satu indikator yang
belum balk yaitu kenyamanan
lingkungan.




(Ningsih 2013) | Kualitatif Berdasarkan hasil penelitian yang
“Kinerja Aparat dilakukan mengenai responsivitas
Pemerintsh ~ Dalam pelayanan yang dirasakan sudah

- : cukup bak karena pelayanan KK
Pelayanan Publik * Di dan KTP yang diberikan sudah
Kantor Desa Entikong sesuai dengan aspirasi masyarakat
Kecamatan  Entikong sehingga cepat ditanggapi sesuai
Kabupaten Sanggau” dengan kebutuhan dan keinginan
masyarakat. Walaupun aspiras
yang ditampung kurang cepat
ditanggapi, karena  adanya
kendala yang  menghambat
pelayanan berupa kesiapan aparat
yang mash kurang dalam
pengadaan dokumen untuk surat-
surat administrasi
kependudukan yang terkadang h
abis. Responsibilitas pelayanan
yang diberikan aparatur Desa
Entikong masih dirasakan tidak
sesual dengan prinsip
administrasi yang benar, sehingga
persyaratan dan prosedur tersebut
hanya diterapkan bagi masyarakat
atau pelanggan yang tidak
memiliki akses atau hubungan
terhadap petugas, maka prosedur
dan waktu pelayanan menjadi
sangat rumit  ketika ada
persyaratan yang belum
terpenunhi.

B. Konsep dan Teori

1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil yang dicapa oleh individu secara
keseluruhan selama periode waktu tertentu atau keberhasilan dalam
melakukan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti
standar kerja, tujuan atau sasaran atau kriteria kerja yang diberikan dan

disepakati bersama. Pengukuran kinerja pelayanan publik pada hakekatnya



digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan,
program dan atau kebijakan terhadap tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan untuk mencapal tujuan dan sasaran visi dan mis instans
pemerintah. Pengukuran kinerja meliputi identifikas indikator kinerja dan
penentuan sejauh mana indikator kinerja telah tercapai. Dengan kata lain,
pengukuran kinerja adalah metode penilaian kemajuan/hasil yang dicapai

untuk dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada level kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan publik belum
sepenuhnya mengembangkan asas kewenangan, yaitu kapasitas birokrasi
untuk merespon dan mengetahui proses pelayanan yang dibutuhkan oleh
pengguna layanan. Diskriminasi atas dasar sosia juga banyak ditemukan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pegawal negeri selalu menuntut pelayanan yang cepat, rapi atau
ramah. Untuk mencapai ha tersebut, perilaku birokras harus
menitikberatkan pada pelayanan individu terhadap keberhasilan organisasi,
karena individulah yang dapat memikul tatanan birokrasi, cakap, percaya
diri pribadi, harapan dan pengalaman untuk mencapal tujuan organisasi.
Daam hal ini yang menjadi fokus adalah mencari cara untuk meningkatkan
efisensl agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat, dan
ini harus dimulai dari individu sebaga birokrasi yang suka bekerja keras

sga
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Menurut (Nursam 2017) kinerja adalah kesediaan seseorang atau
kelompok orang untuk melakukan  sesuatu  kegiatan  dan
menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil

seperti yang diharapkan.

Menurut Gary Dessler (2000), dalam kutipan (Mukarom et al. 2016),
Penilaian kinerja adalah upaya sistematis untuk membandingkan hasil yang
dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannyaadalah
untuk mendorong Kinerja seseorang agar berada di atas rata-rata. Dalam
birokrasi, pelayananan kinerja berarti evaluasi keberhasilan atau kegagalan

birokrasi dalam menjalanakkan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Tahap-tahap kinerjamenurut (Murphy 1989) terdapat tahapan dalam

pelaksanaan kinerja yaitu:

a. Perencanaan Kinerja Tahap perencanaan kinerja menetapkan tujuan
dan sasaran yang tepat dan terukur untuk memandu tugas atau
pekerjaan yang harus dilakukan.

b. Implementasi layanan Pada fase implementasi layanan, sumber daya
digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Evauas kinerjaPadatahap evaluasi kinerja, hasil pekerjaan dievaluas
dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini mungkin
melibatkan penggunaan metode evaluasi kinerja seperti penilaian
kinerja formal atau informal, observas dan umpan balik dari kolega

atau penyelia.
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d. Umpan balik kinerja Padatahap umpan balik kinerja, informasi tentang
hasil pekerjaan diberikan untuk membantu individu atau kelompok
meningkatkan kinerjanya.

e. Pengembangan kinerja Pada tahap pengembangan kinerja, informasi
yang diperoleh dari evaluasi kinerja dan umpan balik digunakan untuk
mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang

diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran di masa depan.

Menurut ( Agus Dwiyanto 2008) dalam (Golla et a. 2018) Kinerja
dalam suatu organisasi merupakan respon atas berhasil atau tidaknya tujuan
organisas yang telah ditetapkan. Pegawai biasanya tidak memperhatikan
kecuali benar-benar buruk atau hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Terlalu
sering, pegawai tidak tahu apa yang harus dilakukan kinerja yang Menurut
( Agus Dwiyanto 2008) dalam (Golla et a. 2018) Kinerja dalam suatu
organisas merupakan respon atas berhasil atau tidaknya tujuan organisas
yang telah ditetapkan. buruk telah menurun meninggalkan organisasi
lembaga pemerintah menghadapi krisis serius. Terdapat limaindikator yang

di kemukakan yaitu :

a. Produktivitas, karaktaristik-karaktaristik kepribadian individu yang
muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan
dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas
kehidupannya.

b. Kualitas layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai

organisasi publik, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap
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kualitas layanaan yang diterima dari organisasi publik. Dengan
demikian kepuasan dari masyarakat bisa meadi parameter untuk
menilai kinerjaorganisasi publik.

c. Responsivitas, kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi
kebutuhan masyarakat. Responsivitas perlu dimasukan ke dalam
indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan
organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya.

d. Responsibilitas, Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan
kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip
administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi,baik
yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas, akuntabilitas publik menunjukkan pada berapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik
yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteksini, konsep akuntabilitas publik
dapat digunakan untuk melihat berapa besar kebijakan dan kegiatan

organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

2. Pengertian Pelayanan Publik
Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya
menyediakan kebutuhan sedangkan publik pada dasarnya berasal dari
Bahasa inggris “public” yang artinya umum. Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
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yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik
diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik, pengaturan ini di maksudkan untuk memberikan kepastian hukum
dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan

publik.

Dwiyanto (2009), dalam buku (Djumara et a. 2009b),
mendefinisikan pelayanan publik dalam arti umum dan luas. Pelayanan
publik adalah pelayanan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena
senantiasa  berhubungan  dengan  masyarakat yang = memiliki
keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu ingtitus
pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh non-
pemerintah. Pelayanan publik yang berkualitas adalah sala satu cara untuk
menunjukkan terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang
berpihak pada peningkatan kesgjahteraan masyarakat. Pelayanan publik
merupakan cerminan kemandirian masyarakat di daerah yang bersangkutan,
daam upaya mendapatkan jasa pelayanan yang memuaskan untuk

meningkatkan kesegjahteraannya.

a. Jenisjenispelayanan publik
Pelayanan publik yang wajib diberikan oleh pemerintah
diklasifikasi dalam dua kategori, pemerintah sebagai penyelenggaraan
layanan juga harus memberikan pelayanan umum kepada

masyarakatnya. Mengingat kebutuhan dan masalah masyarakat yang
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berbeda-beda, maka jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat

berbeda.

Terdapat beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan
bagi masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik serta keputusan MENPAN
No0.63/KEP/MENPAN/7/2003 tentang kegiatan pelayanan publik atau

umum sebagai berikut:

1) Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang dilakukan oleh
organisas pemerintah atau swasta yang berupa pencatatan,
pengambilan keputusan, penelitian, dokumentasi dan kegiatan tata
usaha lainnya yang secara keseluruhan yang dilakukan oleh
organisas disebut pelayanan administrasi.

2) Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang dilakukan oleh organisasi
berupa kegiatan penyediaan barang atau pengolahan bahan
berbentuk fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada
konsumen langsung (sebagal unit atau individual) dalam suatu
sistem.

3) Pelayanan jasayaitu pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
berupa
sarana dan prasarana dan penunjangnya. Pengoperasionalannya be
rdasarkan suatu sistem operasional tertentu dan pasti. Produk

akhirnya berupa jasa yang dapat di manfaatkan oleh penerimanya
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secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu yang telah

tertentu.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan
kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya
juga akan mampu meningkatkan image organisasi sehingga citra
organisas di matamasyarakat terus meningkat. Adanya citraorganisasi
yang baik, maka segala yang dilakukan oleh organisasi akan dianggap
baik pula. Menurut Kasmir (2006:3), faktor yang mempengaruhi
pelayanan adalah sumber daya manusia. Artinya peranan manusia
(karyawan) yang melayani masyarakat merupakan faktor utamakarena
hanya dengan manusidah pelanggan dapat berkomunikasi secara

langsung dan terbuka.

Menurut Vincent Gaspersz (2011:41), dalam tulisan (Jazuli et
al. 2019) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan

ekspetasi pelanggan terhadap pelayanan, yaitu :

1) Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-ha yang
dirasakan pelanggan ketikaia sedang mencoba melakukan transaksi
dengan perusahaan.

2) Pengalaman masalalu ketika menggunakan jasa dari perusahaan.

3) Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan

tentang kualitas pelayanan yang akan diterimanya.



4)

16

Komunikas melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi

perseps dari pelanggan terhadap jasa yang akan diterimanya.

c. Pringip-prinsip pelayanan publik

Menurut keputusan MENPAN No0.63 tahun 2003, dalam proses

kegiatan pelayanan publik diatur juga mengenai prinsip pelayanan

sebagal pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun

prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

5)

6)

Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit,
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Kegelasan. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
unit kerja atau pegabat yang berwenang dan bertanggungjawab
daam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau
persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

K epastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Akurasi. Produk pelayanan publik diterimadengan benar, tepat dan
sah.

Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepastian hukum.

Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau

pgabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan
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pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam
pel aksanaan pelayanan publik.

7) Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan
prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadal termasuk
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

8) Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadal, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas.

10) Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan
yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung
pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka fikir sebagai fokus penelitian digambarkan secara
komprehensif oleh kerangka pemikiran yaitu gambaran pola hubungan konsep
atau variabel secara runtut. Oleh karena itu, hubungan antar variabel yang
dikumpulkan dari berbagai teori yang telah di uraikan merupakan kerangka
pemikiran. Untuk menghasilkan sintesis hubungan antar variabel tersebut,
yang kemudian di gunakan untuk merumuskan hipotesis, teori ini kemudian

dianalisis secara kritis dan metodis. Gambaran tentang pola hubungan konsep
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dan variabel secara koheren merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus

penelitian.

Dalam penelitian ini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
peneliti ingin meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan menggunakan
teori Agus Dwiyanto (2008) Berdasarkan dengan judul penelitian saya yaitu
Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja Pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara, Maka dapat di

gambarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut:

Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara

Agus Dwivanto 208

14 J
| | |
{

[ Produktivitas ] [ Kualitas layanan ] Responsivitas [ Responsibilitas ] [ Akuntabilitas ]

( Meningkatkan kinerja pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerfa dan Transmigrasi )

Gambar 2.1 Kerangka pikir

D. FokusPenditian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kinerja pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara
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E. Deskripsi FokusPendlitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan peneliti kemudian akan

di deskripsikan sebagai berikut:

1. Produktivitas, Hubungan antara produktivitas dan kinerja organisasi.
Penelitian ini dapat memfokuskan bagaimana produktivitas pelayanan
berperan penting dalam memberikan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara.

2. Kualitaslayanan, yaitu sebagai tolak ukur bagi masyarakat dalam menerima
pelayanan dan kinerjadari pegawai di Dinas TenagaKerjadan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara.

3. Responsivitas, dalam Penelitian ini dapat memfokuskan pada strategi di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Morowali Utara dalam
memberikan pelayanan serta mempercepat proses masyarakat dalam
melamar pekerjaan.

4. Responsibilitas, dalam penelitian ini dapat memfokuskan pada pelayanan
sesual prinsip-prinsip dan berdasarkan aturan yang ada.

5. Akuntabilitas, yaitu dalam proses pelayanan publik pegawa dapat
bertanggungjawab terhadap pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi
sertamengukur dan meninjau sejauh mana proses pelayanan berjalan sesual
dengan SOP.



BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokas Penditian

Adapun waktu dan lokasi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis

adalah:

1. Waktu peneltian
Waktu peneltian ini dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih dua
bulan padatanggal 27 April sampai 27 Juni 2023.
2. Lokas pendlitian
Penelitian ini berlokas di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Morowali UtaraJl. Tarundungi No. 4 Kolonodale,

K ecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.

B. Jenisdan Tipe Penelitian
Adapun jenisdan tipe penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan oleh

penulis adalah

1. Tipependitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran atau penjelasan
yang tepat mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu kinerja

pelayanan publik di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten

20
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morowali utara. Menjelaskan data yang ada secara sitematis berdasarkan
fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sehingga memberikan
gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang
diteliti. Menurut (Sugiyono 2013), Metode penelitian kualitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang aamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif/kualitetif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generdisasi. Oleh karena itu dalam
penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni
sebaga pengumpul data secaralangsung. Data yang diteliti dapat mengalir
apa adanya (alamiah) tanpa adanya setting-setting.
2. Jenispenelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif yang berupaya menggambarkan
secara umum dengan fakta yang ada untuk menjawab semua permasal ahan
yang akan diangkat atau diteliti, oleh sebab itu untuk menjelaskan suatu hal
yang kemudian di klasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan-
kesimpulan tersebut dapat mempermudah dalam melakukan penelitian dan
pengamatan.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini di jaring dari sumber data promer dan

data sekunder dengan proporsi sesuai dengan penelitian ini :
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1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung
(observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan
yang betul-betul mengetahui tentang pelayanan publik di penelitian ini
dilakukan panda kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara.

2. Data sekunder, merupakan data pendukung yang diperlukan untuk
melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebaga upaya
penesuai an dengan kebutuhan datal apangan yang terkait dengan objek yang
dikaji, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Pendlitian

Menurut Poerwandari (dalam sinaga, 2011), informan adalah mereka
yang terlibat langsung dalam aktivitas yang menjadi objek perhatian. Dalam
penelitian ini, informan yang diteliti adalah orang yang dianggap mampu
menjelaskan strategi yang dilakukan pemerintah desa Sihareo dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa Sihareo. Pemilihan informan
dilakukan dengan purposive sampling, yaitu menentukan sampel dengan
pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal
dan sesuai dengan tujuan peneltian (Herdiansyah, 2011). Lebih lanjut dijelaskan
bahwa adapun yang menjadi informan penelitian ini dibedakan atas 3 (tiga)

jenis, yaitu :

1. Informan kunci adalah informan yang memahami permasalahan penelitian

yang dijumpai di masyarakat. Informan ini terdiri dari sekretaris dinas.
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2. Informan utamayaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi
sosial dalam penelitian ini yang diteliti adalah pegawai Dinas TenagaKerja
dan Transmigrasi.

3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi
walaupun tidak terlibat secaralangsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah pencari kerja

Tabel 3.1 Informan Pendlitian

No. Informan Nama

1 | Sekretaris Dinas Tenaga Kerjadan | Wertisman Tengkow, S.E

Transmigras

2 | Pegawal Dinas Tenaga Kerjadan Novia Wulandari

Transmigras
3 | Pencari kerja Riska Anastasia, S.Pd
4 | Pencari kerja Muhmmad Fadli

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul an data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Yaitu, pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang
dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah pihak
pel aksana pelayanan terpadu satu pintu.

2. Obsarvas atau pengamatan langsung ini  dimaksudkan sebagai

pengumpulan data yang selektif. Selanjutnya, peneliti memahami serta
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menganalisis adanya gegjala yang berkaitan dengan objek penelitian
dengan berbagal situasi maupun kondisi nyata yang terjadi baik secara
formal maupun non formal.

3. Dokumentasi Dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelah
beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundangundangan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data
sekunder.

F. Teknik AnalisisData

Andisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara
sistematis yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan |apangan,
dengan cara menyusun data dalam kategori menguraikan kedalam komponen-
komponen, melakukan penggabungan, menyusun kedalam struktur, memilih
mana yang dianggap penting dan yang akan dipelgari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik untuk sendiri maupun orang

lain (Sugiyono,2016).

Untuk menganalisis data, pendliti ini menggunakan analisis dan model
interaktif Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung

secarainteraktif yaitu ;

1. Reduks data, yaitu cara memilih , memfokuskan, dan menyederhanakan
informasi dari berbagai sumber data mislanya dari catatan lapangan,

dokumen, asip, dan sebagainya, sedangkan untuk proses mempertegas,
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mempersingkat, menghilangkan yang tidak perlu, memilih fokus, dan
menyusun data sehingga kesimpulan bisa dibuat.

2. Penygjian data, seperti menyusun data dan mempersentasikan dengan baik
agar lebih muda untuk dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar,
skema, jaringan kerja, tabel, dan seterusnya.

3. Menarik kesmpulan atau melakukan verifikasi, proses penarikan
kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka, dan skeptis. Kesimpulan akhir
akan dilakukan stelah penghimpunan data berakhir.

G. Keabsahan Data

Semua data yang diperoleh yang dan yang ditemukan dalam penelitian
ini akandiuji kredibilitasnya dengan caratriangulasi. Menurut sugiyono (2016)
Triangulasi diartikan sebagal pengecekan data berbagai dari berbagai sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjutnya sugiyono membagi

triangulasi kedalam tiga macam yaitu:

1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber merupakan membandingkan dengan caramengecek
ulang dergat kepecayaan suatu informas yang diperoleh melaui sumber
yang berbeda, misalnya membandingkan dengan hasil pengamatan dengan
carawawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara

dengan dokumen yang ada.
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2. Triangulasi Teknik
Triangulas yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu yaitu untuk dalam rangkapengujian kredibilitas data
dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau

teknik lain dalam waktu yang berbeda.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum L okas Pendlitian
1. Kondisi Geogr afis Kabupaten Morowali Utara

a. Vid & Mis Kabupaten Morowdi Utara
Visi : "Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat,
Cerdas dan Sejahtera.”
Misi : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyel enggaraan
daerah dalam rangka tata kel ola pemerintahan yang baik.
1) Meningkatkan kinerja pelyanan publik
2) Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien
3) Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah
4) Meningkatkan kapasitas aparatur
5) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
b. Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten Morowali Utara North Morowali Regency, adalah
sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi
Tengah, Indonesia. lbu kota kabupaten sekaligus pusat administras
Morowali Utaraterletak di Kolonodale. Morowali Utara merupakan hasil
pemekaran dari Kabupaten Morowali yang disahkan dalam sidang
paripurna DPR Rl pada 15 Me 2013 di gedung DPR RI tentang

Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB).
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https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonodale%2C_Petasia%2C_Morowali
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Morowali
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Secara geografis, Kabupaten Morowali Utara terletak pada 1°31' -
3°04' Lintang Selatan dan 121°02' - 123°15' Bujur Timur. Topogréafi
wilayahnya mula dari pesisir, dataran rendah, hingga bergunung-gunung
yang merupakan bagian dari Pegunungan Pompangeo, Paa-Tokal a, Peleru
dan Pegunungan Rerende dengan ketinggian wilayah antara 0-2.500 meter
di aas permukaan ar laut (mdpl). Wilayahnya termasuk
beberapa pulau kecil di Teluk Towuri dan Teluk Tolo di Laut
Banda seperti Pulau Pangia, Pulau Tokonanaka, Pulau Tokobae dan lain-
lain. Gunung tertinggi di Kabupaten Morowali Utara adalah Gunung
Pompangeo (2.590 mdpl) di Pegunungan Pompangeo.
Sedangkan sungai terbesar dan terpanjang di kabupaten ini adalah Sungai
Laayang memiliki panjang sekira 96,30 Km.

2. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Morowali

Utara

a Vis Misi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara
Vis : Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang
Produktif, Kompetitif, Mandiri dan Sgjahtera
Misi :
1) Meningkatkan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja dan

Masyarakat Transmigrasi.

2) Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan

penempatan tenaga kerja.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Pompangeo
https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Banda
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Banda
https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Pompangeo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_La%27a&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_La%27a&action=edit&redlink=1
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3) meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
4) Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan.
5) Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan
transmigrasi
b. Kedudukan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara

Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali
Utara berkedudukan di jalan Tarundungi No. 04 Kolonodae. Wilayah
KerjaKantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali
Utara terdiri atas 10 Kecamatan yaitu Bungku Utara, Lembo, Lembo
Raya, Petasia, Petasia Barat, Petasia Timur, Mori Atas, Mori Utara,
Soyojaya, Mamosal ato.

Dengan luas wilayah keseluruhan terdiri dari 10 Kecamatan yaitu
10.004,28 km2 dan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 117.164
jiwa

Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali
Utara mempuyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga
Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tenaga Kerja dan
Transmigras mempuyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan

masyarakat dan transmigrasi.
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2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
ketenagakerjaan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan
,pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi.

4) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan  unit
pelaksanateknis (UPT) dinas.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.

c. Tugasdan Tanggung jawab

1) Kepaadinas

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigras Kabupaten Morowali Utara menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidaang tenaga kerja dan
transmigrasi.

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

¢) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi.

d) Pembinaan teknis unit pelaksanateknis dinas

€) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesual ruang

lingkup dan bidang tugasnya.
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2) Sekretaris
Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan
mel aksanakan perencanaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian,
perlengkapan, keuangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta

evaluas pelaporan. Sekretarian mempunyai fungsi :

a) Penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian program dan
kegiatan satuan kerja.
b) Pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan ketatal aksanaan.
¢) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
tugas pokok dan fungsinya
3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, Kkearsipan,
penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas,
pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administras
kepegawaian.
a) Penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian umum dan
kepegawaian.
b) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
¢) Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-

naskah dinas.
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d) Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-

surat/naskah-naskah dinas.

e) Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas.

f) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunya tugas pokok

mel aksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan

barang daerah.

a)

b)

f)

9)
h)

)

Penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian keuangan dan
barang daerah.

Pelaksanaan pengumpulan bahan dan dan penyiapan rencana
anggaran pendapatan dan belanja dinas.

Penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.
Pengkoordinasian pengel olaan administrasi keuangan dinas.
Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran
kegiatan dinas.

Pelaksanaan pembinaan administrass dan pengelolaan
keuangan.

Pengelolaan ggji dan tunjangan daerah.

Pel aksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan.
Pengadministrasian, inventarisasi dan pendistribusian barang
daerah.

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerjaterkait.
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k) Penyampaian telashan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan sekretaris.
[) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian
administrasi keuangan dan barang daerah.
m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunya tugas

mel akukan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana program dan
kegiatan, pendataan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja
dan transmigrasi.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai berikut:
a) Menyusun perencanan program bidang tenaga kerja dan

transmigras,

b) Melaksanakan evaluas terhadap berbagal kegiatan dinas,

c) Membuat laporan bidang secara berkala maupun tahunan,

d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris.
6) Bidang Penempatan TenagaKerja
Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja,
Penempatan Tenaga Kerja.

a) Penyusunan program kerja dibidang penempatan dan tenaga kerja.
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b) Penyusunan petunjuk teknis operasional penempatan dan tenaga
kerja.

¢) Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja.

d) Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (1PK).

€) Penyelenggaraan bursakerja.

f) Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan.

0) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja.

h) Pemberian ijin dan pembinaan bidang penempatan dan
pendayagunaan tenaga kerja.

i) Pembinaan penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang (TKWNAP) di perusahaan.

J. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan penempatan dan
perluasan kerja.

k. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan kepala dinas.

|. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang/unit kerjalain yang terkait.

m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang
penempatan dan perluasan kerja.

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga K erja mempunyai
tugas pokok menyusun pedoman teknis yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, sertifikasi, pemagangan dan
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produktivitas tenaga kerja serta melaksanakan pembinaan lembaga

pelatihan dan instruktur.

a) Penyusunan program kerja dibidang pelatihan dan produktivitas
tenaga kerja.

b) Penyusunan kebijakan program pelatihan, standarisasi, sertifikasi
dan pemagangan tenaga kerja.

c) Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan produktivitas tenaga
kerja melalui  penyuluhan dan pembentukan lembaga
produktivitas di lembaga pelatihan tenaga kerja pemerintah
maupun swasta.

d) Penyusunan perencanaan kebutuhan pelatihan kerja.

€) Penyelenggaraan bimbingan lembaga pel atihankerja swasta.

f) Pelaksanaan pemagangan dalam dan luar negeri.

g) Pemberian izin dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

h) Pemberian layanan informasi pelatihan dan peningkatan
produktivitas lembaga pel atihan kerja.

i) Pemberian rekomendasi pemagangan dan uji sertifikasi latihan
kerja;

]) penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetens tenaga kerja
dan produktivitas.

k) Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan kerja dengan

lembaga pel atihan kerja swasta dan perusahaan.
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[) Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan kepalan dinas.
m. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang/unit kerja lain yang
terkait.
n. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
0. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
8) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
Bldang Hubungan Industrial dan syarat kerja, Tenaga Kerja
mempunyai  tugas pokok melaksanakan pembinaan dan
pengembangan hubungan industria dan syarat kerja, fasilitas
kesegjahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
a) Penyusunan rencana kegiatan pada bidang hubungan industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
b) Pembinaan syarat kerja, Kesgahteraan Pekerja dan Jamsostek.
c) Penyusunan/penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
melalui Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB).
d) Pembinaan fasilitas dan kesegjahteraan pekerja.
e) Fasilitas pelaksanaan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
f)  Pembinaan dan monitoring Upah Minimum Kabupaten (UMK).
g) Pelaksanaan rapat koordinas dengan kelembagaan hubungan

industrial.
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Pelaksanaan monitoring Tunjangan Hari Raya (THR)
keagamaan.

Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembinaan dan
pengembangan hubungan industrial.

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi
hubungan industrial dan jaminan sosia tenaga kerja.

Pel aksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9) Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigras mempunyai tugas pokok merumuskan

dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendaftaran dan seleks,

pengerahan dan penempatan, pembinaan dan kerja sama daerah

dalam pelaksanaan program pembangunan kawasan transmigrasi.

a)

b)

d)

Penyusunan program kerja dibidang transmigrasi;

Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan teknis
oprasional pembinaan Caon Transmigran dan Transmigran
Swakarsa Berbantuan (TSB);

Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi serta identifikas
administrasi  kependudukan calon transmigran yang akan
diberangkatkan;

Pengerahan dan penempatan yang meliputi kegiatan
pengangkutan, pemeriksaan kesehatan dan penampungan serta
bimbingan mental transmigran yang akan diberangkatkan menuju

lokas yang akan dituju;
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€) Pembahasan kerjasama daerah dalam bidang transmigran;
f) Pembinaan transmigrasi lokal;
g) Pelatihan calon transmigran yang akan diberangkatkan,;
h) Pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kegiatan
transmigrasi.
1) Pelaksanaan survel lokasi atau cek lokasi yang akan di tempatkan.
]) Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan kepala dinas.
k) Pelaksanaan kordinasi dengan unit kerjateknis terkait.
I. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang
transmigrasi.
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
10) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunya tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesual
dengan kebutuhan.
11) UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Daerah)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi
dan Tata KerjaUnit Pelaksana Teknis Daerah diatur dalam Peraturan

Bupati tersendiri.
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Gambar 4.1 struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Morowali Utara
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Sumber : Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali
Utara
B. Kinerja pelayanan publik dalam pembuatan kartu pencari kerja pada

pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara

Dalam masyarakat, pelayanan publik memiliki peran penting dalam
memenuhi  kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk
pelayanan publik yang penting adalah pembuatan kartu pencari kerja atau AK-
1, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja
pelayanan publik dalam proses pembuatan kartu pencari kerjadi dinas tersebut.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan narasumber yang berkaitan
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dengan pelayanan proses pembuatan kartu pencari kerja atau AK-1. Dalam
penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan informan yang terkait di
Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten
Morowali Utara. Perlu di ketahui kartu pencari kerja atau AK-1 merupakan
kartu yang di keluarkan oleh lembaga pemerintah, yakni Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigras (Disnakertrans) Kabupaten Morowali Utara, kartu pencari
kerja bertujuan agar pemerintah bisa mendata para pencari kerja. Untuk
pembuatan kartu AK-1 yang mencakup beberapa kecamatan dibuat di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Morowali Utara.
Kartu AK-1 mencantumkan beberapa informas tentang pemiliknya, yaitu
nama, nomor induk kependudukan (NI1K), datakelulusan, sehingga sekolah dan
universitastempat pencari kerjamemperoleh gelar. Kartu pencari kerjadiproses
secara offline untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja dan dapat datang
langsung ke Dinas yang terkait. Adapun beberapa syarat dalam pembuatan kartu

pencari kerja

1. Fotokopi ijasah yang terlegalisasi
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi sertifikat kompetens kerjabagi yang memiliki

4. Tiga(3) lembar pasfoto ukuran 3x4 dengan latar belakang berwarna merah

Tata cara pembuatan kartu pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Morowali Utara:
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1. Datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Kabupaten Morowali Utara

2. Cari tempat atau bagian pelayanan pembuatan kartu pencari kerja
3. Serahkan dokumen persyaratan yang di minta
4. Menunggu proses pembuatan kartu
5. Selesal dibuat, kemudian legalisasi kartu pencari kerja

Penulis menganggap kinerja pelayanan publik dalam pembuatan kartu
pencari kerjasangat erat dengan syarat-syarat informasi dalam penerapan kinerja
di anggap optimal, dengan menggunakan teori Agus Dwiyanto (2008), karena
muatan-muatan yang di sediakan berisi informasi kinerjayang harus di terapkan
pada pelayanan publik. Maka dari itu teori tersebut sangat berperan penting di
dalam menilai kinerja pelayanan publik tersebut, dengan menggunakan

indikator:

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan karaktaristik-karaktaristik kepribadian
individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna
keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan
kualitas kehidupannya. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara
nilai yang dihasilkan suatu kegiatan nilai semua masukan yang digunakan
dalam melakukan suatu kegiatan (Sinungan, 2005). Sehingga produktivitas
merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutamakan

cara pemanfaatan baik terhadap sumber sumber dalam memproduksi suatu
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barang atau jasa. Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau
meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya manusia

secaraefisien (Ermiati et a., 2014).

Oleh karena itu berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang
dilakukan dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

disampaikan bahwa:

“Berbicara tentang produktivitas mengenai jumlah kartu pencari kerja
itu tidak menentu karena sistem kerjanya tergantung banyaknya
jumlah calon pekerja yang membutuhkan. Seperti halnya dulu, ketika
ada satu perusahaan yang membukalowongan kerja, maka permintaan
dan permhonan untuk pembuatan kartu pencari kerja itu bisa
meningkat. Adapun kendala yang sering dialami ialah sering
terjadinya mati lampu yang mengakibatkan sistem online yang
dijalankan untuk bisa diakses oleh calon pekerja menjadi terhambat”
(Wawancara dengan W padatanggal 8 Mel 2023).

Berdasarkan informasi dari informan tersebut, makadapat dikatakan
bahwa mengenal aspek produktivitas dalam melakukan pelayanan membuat
kartu pencari kerjabagi masyarakat itu tidak bisaditaksir terkait jumlahnya
karenatidak setiap hari ada masyarakat yang mengurus kartu pencari kerja.
Artinya dalam pelayanan yang diberikan untuk menilai produktivitas
kinerja dari pegawai itu relatif bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Hal tersebut bergantung dengan adanya perusahan yang
membuka lowongan pekerjaan. Adapun kendala yang disampaikan oleh
informan ialah mengena permintaan kartu pencari kerja secara online
karena terkendala masalah pemadaman lampu yang terjadi di morowali.
Maka dapat disimpulkan bahwa mengenai aspek produktivitas itu sifatnya

fleksibel jika berbicara tentang pelayanan publik karena produktivitas bisa
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meningkat apabila permintaan dan tuntutan dari masyarakat juga

meningkat.

Selanjutnya informasi dari hasil wawancara dengan Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras,

disampaikan bahwa:

“Dalam melakukan pekerjaan, sebagai pegawai kita dituntut untuk
meningkatkan  produktivitas pekerjaan. Adapun  mengenal
produktivitas pekerjaan kami dalam melayani masyarakat yang
sedang ingin mengurus surat kartu pencari kerja itu tidak menentu
jumlah dan keluarannya. Hal tersebut dikarenakan permintaan
pengurusan kartu pencari pekerjaan itu tidak setiap hari ada
permohonan, tergantung adanya perusshaan yang membuka
lowongan kerja. Bahkan dalam pelayanan yang kami lakukan pernah
menembus 300 kartu pencari kerja dalam sehari. Sedangkan kendala
yang sering dialami di Kantor ialah masyarakat terkadang mendesak
untuk dibuatkan kartu pencari kerja namun terkadang ada masyarakat
yang terkendala mengenai persyaratan berkas. Sehingga hal tersebut
menghambat proses pekerjaan untuk menunjang produktivitas kerja
pegawai.” (Wawancara dengan N padatanggal 8 Me 2023).

Sesual dengan informasi yang disampaikan oleh informan diatas,
hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya
bahwa untuk menilai atau mengukur produktivitas pekerjaan pegawai itu
tidak bisa secara kumulatif diselaraskan karena prduktivitas kinerja pada
Instansi Pemeritah dalam pelayanan ke publik tentu berbeda dengan Instansi
Pemerintah yang lain atau Organisasi Swasta. Sehingga dapat dikatakan
bahwa mengenai produktivitas dalam pelayanan yang dilakukan itu sudah
berjalan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan
secara responsif. Adapun hal yang dapat mempengaruhi produktivitas

Kinerja dari pegawai ialah persoaan kepatuhan dan kesadaran masyarakat
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untuk memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan kartu pencari

kerja.

Kemudian adapun wawancara yang dilakukan dengan Pencari Kerja
1, menyampaikan bahwa

“Pertama kali saya melakukan permohonan pembuatan kartu pencari

kerjasaat adanya pembukaan lowongan pekerjaan di PT. GNI, saat itu

diarahkan untuk melakukan pendaftaran untuk permintaan kartu
pencari kerja via WA, namun, pas sampa ke kantor untuk mau
mengambil kartu pencari kerjatapi belum selesal karena alasan sistem
bermasalah. Sehingga, tetap saja melakukan pengurusan kartu kerja
secara manua dan menunggu hingga berjam-jam di kantor.

(Wawancara dengan R padatangga 8 Mei 2023).”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan,
terkait tanggapan informan mengena produktivitas dari pelayanan yang
diberikan oleh pihak instansi dalam mengurus permohonan kartu pencari
kerja, sudah berjalan. Hanya sgja calon pekerja mengeluhkan terkait sistem
yang dijalankan, karena hal tersebut membuat adanya penumpukan
permohonan kartu pencari kerja yang awalnya menggunakan sistem Via Wa
yang berubah ke manua sistem, akan tetapi tidak ada informasi yang
didapatkan oleh calon pekerja. Sehingga saat proses berlangsung tetap sgja
menggunakan sistem secara manual. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif
dari instans terkait menangani masaah tersebut, sehingga produktivitas
pelayanan bisa dimaksimalkan.

Ha yang hampir sama disampaikan oleh informan Pekerja 2,
menyampaikan bahwa:

“Mengenai tanggapan saya terkait produktivitas pelayanan yang
dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
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Morowali utara itu sudah lumayan baik. Karena ketika datang ke
kantor untuk mengurus kartu pencari kerja itu bisa selesai dalam
sehari, sekalipun harus menunggu berjam-jam tapi sayaanggap hal itu
wajar-wajar sgja. Adapun mengenai kendala yang pernah saya alami
itu terkait informasi yang kurang karena katanya dulu pernah
menggunakan sistem online tapi saya tidak mengetahui hal tersebut
sehingga saya langsung datang ke kantor. (Wawancara dengan M
padatanggal 8 Mei 2023)”.

Adapun temuan dalam penyampaian informan diatas, dapat
dikatakan bahwa produktivitas dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Morowali utara sudah memadai. Hal tersebut
dibuktikan dengan respon dari calon pekerja yang bisa menyelesaikan proses
pengurusan berkas kartu pencari kerja dalam sartu hari kerja. Namun adapun
temuan lain yang dianggap perlu untuk diperbaiki dalam sistem pelayanan
yang dilakukan yaitu terkait akses informasi yang harus menyeluruh yang
dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten
Morowali Utara. Informas dalam pelayanan sangat berperan penting untuk
menunjang kualitas pelayanan yang prima yang dilakukan oleh instansi

publik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terkait jumlah pencari

kerja 3 tahun terakhir dapat dilihat padatabel dibawah ini:

Tabel. 4.1. Daftar Pencari Kerja 3 Tahun Terakhir

No Tahun Jumlah Pencari Kerja

1. 2020 4.538
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2. 2021 3.725
3. 2022 6.053
Total 14.316

Sumber : Sub Bidang Kepegawaian dan Umum

Untuk tahun 2020 jumlah pencari kerja mencapal 4.538 jiwa karena
pada tahun 2020 perusahan PT.GNI membukalowongan kerja besar-besaran,
2021 sebanyak 3.725 jiwa dan pada tahun 2022 kembali meningkat sebanyak
6.053 jiwa ha tersebut meningkat karena PT.GNI kembali membuka
lowongan pekerjaan dan mewagjibkan untuk persyaratan berkasnya harus
menggunakan kartu putih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara. Total hitungan itu bukan hanya pembuatan kartu putih baru
sgjatetapi perpanjangan kartu putih yang sudah habis masa berlakunya yang

mencapai 14.316 .

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang dilakukan dengan
berbagai informan, maka hasil analisis yang dilakukan oleh pendliti dapat
dikatakan bahwa produktivitas pelayanan sangat berperan penting dalam
memberikan kepuasan terhadap publik. Sehingga instansi publik harus
memberikan pelayanan yang maksimal untuk mendongkrak kepuasan dan
kepercayaan masyarakat. Adapun produktivitas pelayanan di Dinas Tenaga
Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara dianggap sudah berjalan

dengan baik. Karena instansi tersebut mampu menyelesailkan semua
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permintaan dan permohonan untuk pembuatan kartu pencari kerja di
Morowali. Akan tetapi adapun kendala yang dianggap perlu untuk ditaktisi
ialah perihal masalah jaringan yang harus dimaksimalkan agar pelayanan
berbasis online bisa dijalankan untuk menambah produktivitas kerja dari
pegawai.

. Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan dalam
memberikan pelayanan terbalk yang bermutu dibandingkan dengan
pesaingnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas layanan adalah tolak
ukur seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan
ekspektasi atau harapan dari pelanggan. Sedangkan menurut Aryandi &
Onsardi (2020) bahwa kualitas layanan adalah suatu sikap dari hasil
perbandingan pengharapan kualitas jasa konsumen dengan kinerja
perusahaan yang dirasakan konsumen. Oleh karena itu berdasarkan teori
diatas maka peneliti akan membahas terkait bagaimana kualitas pelayanan di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Morowali Utara dalam

memberikan pelayanan terhadap para pencari kerjadi morowali.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Sekretaris

Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi, disampaikan bahwa:

“Terkait dengan kualitas pelayanan di Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrass Kabupaten Morowali Utara tentu kita upayakan
memberikan pelayanan secara maksimal, sehingga kami tidak
menginginkan penumpukan permohonan mengenai kartu pencari
kerja, jadi ketika sudah ada permintaan masuk dengan sesuai prosedur
maka langsung kami kerjakan. Alternatif lain juga supaya kualitas
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pelayanan kami tingkatkan yaitu dengan membuka pelayanan secara
online namun ya lagi-lagi terkendala dengan jaringan. Jadi kami
banyak melakukan pelayanan secara manual. Wawancara dengan W
padatanggal 8 Mei 2023).”

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan diatas,
maka dapat dikatakan segala upayatelah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utarauntuk meningkatkan pelayanan
prima terhadap masyarakat termasuk dengan hadirnya inovas dalam
pelayanan pembuatan kartu pencari kerja berbasis online. Namun mengenai
inovas tersebut mengalami hambatan karena masalah jaringan, sehingga hal
tersebut membuat pelayanan kembali menggunakan sistem manual. Instansi
publik seperi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali
Utara memang harus meningkatkan pelayanan dalam mengurus berkas
permohonan kartu pencari kerjadari masyarakat. Karena Dinas TenagaKerja
dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara memang sebagai instans
publik yang berorientasi pada pelayanan harus bersikap secara profesional
dan kinerja yang tinggi. Perlunya inovasi dalam pelayanan sangat penting
agar dapat meningkatkan pelayanan yang berfokus pada produktivitas
pekerjaan dari pegawai. Namun hal tersebut juga perlu didukung dengan
sarana dan prasana yang memadai, maka perlu adanya peningkatan dari

kualitas SDM sertateknologi jaringan yang sesuai.

Selanjutnya informas dari hasil wawancara dengan Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi, disampaikan

bahwa
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“Kita sebaga aparatur tentu dituntut untuk memberikan pelayanan
maksimal, sehingga upaya yang kami lakukan itu setigp ada
permohonan pembuatan kartu pencari kerja yang masuk akan
langsung diproses oleh pegawai sesuai dengan prosedur pelayanan
yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara. Malahan kami pernah melakukan oelayanan berbasis
online untuk mempermudah pencari kerja agar tidak perlu datang ke
kantor, jadi sistemnya dia hanyamenginput data atau berkas yang jadi
persyaratan. Setelah berkas persyaratan sudah rampung maka kami
langsung proses dan berikan dalam waktu 1 hari kerja. Namun kendala
terkait pelayanan itu yah seperti yang diketahui di Morowali sering
adanya pemadaman dari PLN sehingga itu menganggu sistem yang
kami jalankan. (Wawancara dengan N padatangga 8 Mei 2023)”.
Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan diatas, maka
dapat dikatakan bahwa pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara dalam memberikan pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat dalam pengurusan kartu pencari kerja itu diupayakan
rampung dalam 1 hari kerja. Selain itu inovas yang diberikan terkait
pelayanan pembuatan kartu pencari kerja juga dilakukan dengan
menggunakan sistem online untuk mempermudah dan memiliki tujuan agar
proses pelayanan bisa lebih efektif. Namun, berdasarkan informasi yang
didapatkan mengenai informasi tersebut dianggap kurang memiliki dampak
positif terhadap penerapannya. Hal tersebut disebabkan karena faktor
jaringan yang masih belum stabil sehingga mengganggu sistem pelayanan
berbasis online. Oleh karena itu perlu kiranya pemerintah di Kabupaten
Morowali agar dapat meningkatkan akses jaringan ke seluruh wilayah yang
ada di Kabupaten Morowali. Agar konsep e-goverment dalam pelayanan

kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik.
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Kemudian adapun wawancara dengan informan Pencari Kerja 1,
menyampaikan bahwa:

“Terkait dengan kualitas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara saya anggap sudah bagus.

Karena responnya juga cepat, bahkan prosesnya bisa selesai dalam

sehari. Mengenai informasi dan prosedur yang ada juga dianggap

tidak terlalu ribet. Sehingga memudahkan saya untuk bisa cepat
mendapatkan kartu pencari kerja. Cuma yang diharapkan bisa
diperbaiki sistem onlinenya supaya bisa lebih mudah diakses, apalagi
jarak rumah tempat tinggal saya dengan kantor itu jauh, sehingga

membutuhkan waktu dan biaya yang lumayan (Wawancara dengan R

padatanggal 8 Mei 2023.)”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan diatas, maka
dapat dikatakan terkait kepuasan masyarakat mengena pelayanan di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara sudah dianggap
positif. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa instansi publik sudah
menjalankan tugasnya dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Selain
itu, seperti informasi sebelumnya bahwa perlu adanya terobosan dalam
pelayanan maka penting untuk menjalankan pelayanan dengan berbasis

sistem elektronik agar dapat mengefisienkan proses pelayanan agar lebih

cepat dan tepat.

Hampir sama dengan informasi dari hasil wawancara dengan Pencari
Kerja2, menyampaikan bahwa:

“Saya anggap mengenai kualitas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara sudah baik. Pegawai
dan pelayanannya sangat merespon baik terkait dengan kebutuhan
parapencari kerja. Selain itu informasi yang diberikan juga memadai,
fasilitas dan kebersihan terjaga” (Wawancara dengan M pada tanggal
8 Mei 2023).
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Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan diatas, maka dapat
dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara sudah efektif.
Sehingga memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat yang
membutuhkan pelayanan. Hal tersebut dapat mempengaruhi respon dan
kepercayaan kepada pemerintah. Oleh karena itu pegawa yang berada di
instansi publik harus cekatan dalam memberikan pelayanan yang prima
termasuk memberikan pelayanan dalam pembuatan kartu pencari kerja di
Dinas TenagaKerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Selain itu,
yang perlu diperhatikan oleh atasan agar kualitas pelayanan bisa maksimal
ialah perihal sumber daya manusianya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan
memberikan kompensasi atau promosi jabatan agar dapat memicu kembali
terhadap kinerja pegawai untuk lebih memberikan kualitas pelayanan yang

lebih baik kedepannya.

Oleh karena itu, berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang
dilakukan dari berbagai informan terkait kualitas pelayanan di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara dapat dikategorikan
sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan respon dan
tanggapan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan dan kinerja dari
pegawai. Hal tersebut, pasti akan memberikan efek positif terhadap pelayanan
yang ada di Indonesia. Namun hal yang perlu juga diperhatikan oleh instansi
publik ialah bagaimana melakukan pelayanan dengan efisien dan efektif agar

dapat meningkatkan produktivitas pelayanan yang jauh lebih baik. Hal
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tersebut bisa dilakukan dengan adanya terobosan inovasi-inovas yang
beriorientasi agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat
mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke kantor secara langsung.
Konsep tersebut sudah banyak digunakan oleh kebanyakan instansi publik di
Indonesia. Termasuk menggunakan sistem elektronik dalam pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat. Namun hal tersebut tidak bisa berjalan dengan
baik tanpa adanya pemerataan terkait jaringan internet dan telekomunikasi
yang ada di daerah-daerah.
. Responsivitas

Pelayanan adal ah proses dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia
sesual dengan haknya. Sehingga dalam pelayanan perlu adanya kejelasan dan
tanggapan yang cepat bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Salah satu hal yang penting dalam melakukan pelayanan
pengurusan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara ialah mengenai responsivitas dalam pelayaan.
Responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan
aspiras masyarakat (Djafar & Sune, 2022). Oleh karena itu mengenai
pelayanan dalam pengurusan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara, peneliti melakukan wawancara

dengan berbagai informan untuk menganalisis terkait bagaimana
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responsivitas yang dilakukan oleh pegawai dalam menangani kebutuhan dari
masyarakat.
Adapun wawancara dengan informan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, disampaikan bahwa:
“Mengenai responsivitas dalam pelayanan yang kami lakukan pasti
kepuasan masyarakat yang diutamakan. Jadi setiap ada permintaan
atau permohonan yang masuk pasti langsung kami proses. Karena
memang tugasnya kami seperti itu, sehingga kami tidak pernah
menahan atau sengaja memperlambat prosesnya karena dampaknya
pasti akan dikritik juga kan. Buktinya kami pernah melayani dalam

sehari itu sampai ratusan permintaan, dan alhamdulillah selesai dalam
sehari (Wawancara dengan W padatanggal 8 Mei 2023.)”.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan tersebut,
dapat dikatakan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras
Kabupaten Marowali sudah sesuai dengan mekanisme pelayanan yang perlu
adanya respon cepat terhadap kebutuhan pelayanan. Dalam informasi yang
disampaikan tersebut, ditemukan bahwa setigp adanya permintaan atau
permohonan mengenai kebutuhan masyarakat terkait keperluan surat pencari
kerjaitu akan langsung diproses secaralangsung sesuai dengan prosedur serta
apabilasudah sesual dengan syarat berkas yang telah ditentukan sebelumnya.
Responsivitas pelayanan dari suatu instansi termasuk Dinas Tenaga Kerjadan
Transmigras Kabupaten Marowali dapat menjadi bagian dari budaya
organisasi yang akan memberikan citra positif terhadap wajah pelayanan
pemerintahan bagi masyarakat.

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan dengan informan Sub
Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

disampaikan bahwa
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“Sebenarnya mengenai persoalan responsivitas pelayanan yang kami

lakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Marowali itu sudah sesuai dengan sistem pelayanan yang semestinya.

Seperti contohnya ketika ada permintaan untuk pengurusan kartu

pencari kerjaitu kami periksa dlu kelengkapan berkasnya. Setelah itu

ketika berkasnya sudah lengkap baru kami akan proses karena kan

SOPnya memang seperti itu. Kalaupun misalkan ada salah satu syarat

yang belum terpenuhi misalkan ijazah SD-SMP yang tidak dibawa,

makakami biasa berikan kebijaksanaan dengan hanya mencantumkan
kapan Tahun Selesai dan dimana dia pernah bersekolah. Hal itu
dilakukan supaya tidak ada penumpukan pelayanan, selain itu juga
tidak melanggar prosedur yang telah disepakati. (Wawancara dengan

N padatanggal 8 Mei 2023.)”.

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan diatas,
maka dapat dikatakan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Marowali melakukan pelayanan dengan mengikuti SOP. Hal itu
dikarenakan sebagai bukti adanya integritas dalam pelayanan, sekalipun
masyarakat sangat memerlukan permohonan berkas namun tidak mengikuti
SOP yang ada, maka akan dipertimbangkan untuk dilayani sampai
persyaratan berkas itu dipenuhi. Selain itu pihak Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigras Kabupaten Marowali juga memberikan kebijaksanaan agar
dapat melayani masyarakat dengan cepat apabilakekurangan dari persyaratan
yang distor oleh masyarakat itu tidak sesuatu yang sifatnya tidak terlalu
substantif. Seperi halnya fotocopy ijazah SD-SMP, sehingga masyarakat
hanya perlu membawa ijazah SMA atau setingkat diatasnya. Hal tersebut
dilakukan untuk mempercepat proses pelayanan agar terciptanya pelayanan
dari pegawal yang responsif.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Pencari Kerja 1,

disampaikan bahwa:
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“Terkait kecepatan pelayanan yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Marowali saya anggap lumayan cepat
karena biasanya pelayanan yang dilakukan di kantor lain itu harus
menunggu beberapa hari. Namun yang saya dapatkan di Dinas Tenaga
Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Marowali justru ketika mengurus
berkas itu bisa selesa dalam 1 hari asakan syarat-syaratnya itu
dilengkapi” (Wawancara dengan R padatanggal 8 Mei 2023..).

Sesuai dengan apa disampaikan oleh informan diatas, maka dapat
dikatakan bahwa responsivitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Marowali sudah masuk dalam kategori
baik. Hal tersebut dibuktikan dengan informasi yang didapatkan bahwadalam
pelayanan yang dilakukan tidak membutuhkan waktu lama, sehingga proses
pengerjaan kartu pencari kerja bisa diselesaikan dalam kurun waktu sehari.
Pengaruh dari kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan sangat
penting untuk memberikan respon positif masyarakat terhadap instansi

pemerintah.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan dengan Pencari Kerja 2,

menyampaikan bahwa:

“Kalau tanggapan saya mengenai proses kecepatan dalam pelayanan
yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Marowali dalam pengurusan kartu pencari kerja lumayan cepat.
Sekaipun mungkin banyak antrian namun prosesnya bisa selesa
dalam sehari. Akan tetapi saya anggap kalau misalkan pihak Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Marowali melayani
dengan sistem online mungkin bisalebih cepat dan menghemat biaya
yang dikeluarkan untuk mengurus kartu pencari kerja (Wawancara
dengan M padatanggal 8 Mei 2023).”

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan diatas,
maka dapat dipastikan bahwa terkait responsivitas pelayanan yang diberikan

oleh pegawa pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten
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Marowali sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan respon
positif yang diberikan oleh informan. Namun terdapat satu aspek yang perlu
dipenuhi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Marowali
dalam melakukan pelayanan agar |ebih responsif ialah dengan menggunakan
sistem berbasis digital atau sistem pelayanan online seperi yang dilakukan
oleh instans lain agar bisa bersaing dengan instansi yang lain dalam

melakukan pelayanan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dari
berbagai infoman, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai responsivitas
pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten
Marowali dalam proses pembuatan kartu pencari kerja sudah dianggap baik.
Sehingga hal tersebut memberikan hal yang positif terhadap pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat. Selain itu responsivitas dari pelayanan yang
diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Marowali
dapat mempercepat proses masyarakat dalam melamar pekerjaan, sehingga
dengan cepat dapat mendongkrak atau mengurangi angka pengangguran yang

ada.

. Responsibilitas

Tanggung jawab merupakan kewagjiban seorang pegawa untuk
melaksanakan tugas atau aktivitas yang telah ditugaskan dalam sebuah
organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka seorang pegawai
yang berada dalam instansi publik atau organisasi swasta harus memiliki

responsibilitas yang tinggi. Tanggung jawab berarti melakukan apa yang
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benar, menepati janji Anda dan bertindak dengan tepat, itu berarti memenuhi
kewajiban Andadan melakukan tugasmu. Tanggung jawab orang jujur, dapat
dipercaya, dan diandalkan dan ketika mereka melakukan sesuatu yang salah,
mereka mengakui kesalahan mereka dan melakukan apa yang mereka bisa
untuk memperbaikinya (Banader, 2002). Oleh karenaitu dalam penelitian ini
peneliti akan membahas terkait hasil wawancara mengenai responsibilitas
dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Marowali.

Adapun informas dari hasil wawancara yang dilakukan dengan

Sekretaris Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi, menyampaikan bahwa:

“Dalam melakukan pelayanan tentunya setiap hari senin kita adakan
apel pagi, nah disitu kembali diarahkan mengena profesionalitas
pegawai dalam pelayanan untuk memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat. Sehingga dalam pelayanan yang di
lakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Marowali. Kemudian kami juga membuka kotak saran agar ketika ada
keluhan terkait pelayanan bisa disampaikan disitu supaya ada
peningkatan yang kami lakukan. Selain itu kami adakan rapat untuk
mengevaluasi terkait kinerja dari pegawai kami (Wawancara dengan
W padatangga 8 Mei 2023.)”.

Dari penyampaian informan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
dalam melakukan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Marowali, setiap pegawai dituntut untuk memberikan pelayanan
yang maksimal kepadamasyarakat agar proses pembuatan kartu pencari kerja
dapat berjalan dengan lancar. Dalam memperkuat akan tanggungjawab pihak
pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Marowali juga

selalu dilakukan rapat evaluasi dengan melaporkan setiap perkembangan dan
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kendala dalam setiap pelaksanaan. Kemudian alternatif lain yang dilakukan
ialah dengan menympan kotak saran agar masyarakat bisa menyampaikan
keluhannya melalui kotak saran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa
upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Marowali sudah mengedepankan pelayanan dan integritas

pegawai yang bertanggung jawab dalam melayani masyarakat.

Kemudian adapun informasi dari hasil wawancara yang dilakukan
dengan informan Sub bagian Kepagawaian dan Umum Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, disampaikan bahwa:

“Terkait aspek responsibiltas atau tanggungjawab kami dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu kami akan memandu
dan menginformasikan kepada para pencari kerja terkait mekanisme
pelayanan. Bahkan kami juga sigpkan selebaran dipapan informasi
terkait mekanisme pelayanan agar dapat memudahkan masyarakat.
Jadi dalam setiap bulan kami sebagai pegawa yang langsung
menangani permohonan terkait kartu pencari kerjaatau AK-1 itu akan
ada pelaporan. Dalam laporan tersebut juga disampaikan apa yang
menjadi kendala dan kekurangan selama proses pelayanan yang bisa
ditingkatkan untuk masyarakat (\WWawancara dengan N padatanggal 8
Mei 2023)”.

Adapun hasil informasi dari yang disampaikan oleh informan diatas,
dapat dikatakan bahwa pihak pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigras Kabupaten Marowali telah memenuhi aspek akuntabilitas
dalam melakukan pelayanan. Hal tersebut dibuktikan dengan peran yang
dilakukan oleh pegawai dalam melakukan pelayanan kepada pencari kerja
dengan memberikan informasi dan memandu masyarakat agar bisa mengikuiti
mekanisme proses pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Marowali. Selain itu agar dapat memaksimakan
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tanggungjawab pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Marowali dalam memberikan pelayanan, maka diadakan secara rutin rapat
internal untuk membahas terkait progres pelayanan serta kendala yang
dialami.
Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Pencari Kerja 1,
menyampaikan bahwa:
“Mengenai tanggapan saya dengan pegawai yang adadi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Marowali dalam memberikan
pelayanan sudah bagus. Salah satu hal yang membuat saya merasa
terbantu dalam pengurusan kartu pencari kerjaialah ketika saya tidak
membawa berkas yang jadi syarat. Sehingga saya diberikan
kebijaksanaan dengan meminta foto berkas syarat itu sgja untuk

dikirimkan ke pegawai agar bisa diproses pengurusan kartu pencari
kerjanya. (Wawancara dengan R padatanggal 8 Mei 2023.).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari informan, maka
dapat dikatakan bahwaterkait aspek responsibilitas atau tanggung jawab dari
pihak pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten
Marowali dalam memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah
disampaikan oleh informan sebelumnya. Bahwa pegawa sangat berperan
terhadap keberlangsungan proses pelayanan kepada masyarakat dalam
mengurus kartu pencari kerja atau AK-1. Sehingga pihak masyarakat
merasakan kepuasan terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Marowali. Akuntabilitas
dari para pegawa sangat penting agar dapat berperan dalam memberikan
pelayanan yang berkualitas terhadap publik.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan dengan informan

Pencari Kerja 2, menyampaikan bahwa:
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“Terkait peran pegawai dalam memberikan pelayanan sangat baik dan
membantu proses pembuatan kartu pencari kerja. Karena saya
diberikan informas secara rinci dan diarahkan untuk melengkapi
berkas sesuai prosedur yang ada. Pihak pegawai tidak sama sekali
mempersulit dalam pengurusan yang saya lakukan, bahkan saya
anggap cukup cepat. Memang dalam prosesnya dilakukan butuh
waktu berjam-jam karena tergantung seberapa banyak masyarakat
yang dilayani. Mengenai kendala yang saya alami juga ketika saya
konsultasikan pasti diberikan solusi atau arahan (Wawancara dengan
M padatanggal 8 Mei 2023..)”.

Mengenai hasil wawancara dari informan tersebut, maka jika
berbicara terkai tanggapan masyarakat mengenai peran dan tanggungjawab
pihak pegawal di Dinas TenagaKerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali
dalam melayani masyarakat sudah dianggap baik. Hal tersebut dikarenakan
mengenai sikap dan responsivitas pelayanan yang diberikan oleh pihak di
Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali dalam mengurus
pembuatan kartu pencari kerja masyarakat. Selain dalam menjalankan tugas
yang dilakukan oleh pegawal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Marowali membantu masyarakat dalam pemberian informasi,
menyelesailkan dan memberikan solusi terkait kendala yang dialami oleh
masyarakat saat mengurus kartu pencari kerja.

Oleh karena itu sesuai dengan informasi dari hasil wawancara yang
dilakukan dengan berbagai informan dilapangan, maka dapat disimpulkan
bahwa terkait akuntabilitas pegawa dalam melakukan pelayanan sudah
dianggap optimal. Hal tersebut menjadi salah satu indikator output yang
memiliki dampak positif terhadap pelayanan prima yang diberikan kepada
masyarakat. Selain itu peran pegawa untuk bertanggungjawab terhadap

pekerjaannya juga dapat meningkatkan kualitas dari pegawal tersebut.
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Sehingga hemat peneliti mengatakan bahwa pihak pimpinan organisasi juga
perlu memberikan remunerisasi terhadap pegawai yang dapat berkerjadengan
maksimal. Sehingga dapat memotivasi kinerja pegawai agar lebih meningkat
untuk upaya dalam memajukan organisasi.
. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang
diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Prinsip akuntabilitas adalah
Siapayang harus bertanggung jawab, kepada siapa harus bertanggung jawab,
untuk apa mereka bertanggung jawab, dan apa konsekuensinya dari tanggung
jawab tersebut. Selain itu akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan
pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengel ola sumber
daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan
(Pratama et al., 2019). Oleh karena itu untuk melihat terkait akuntabilitas
dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Marowali dapat dianalisis melalui hasil wawancara
yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Dinas Tenaga
Kerjadan Transmigrasi, menyampaikan bahwa:

“Untuk memastikan data yang diinput valid atau tidaknya itu kami

lakukan verifikass data dengan mencocokkan berkas yang

dikumpulkan seperti KTP, KK dan ljazah. Kemudian mengenai

pengawan yang dilakukan sebenarnya kami hanya memantau progres

pegawai, karena nanti kan ada laporan dan catatan terkait pelayanan

yang dilakukan. Sehingga nantinya akan diadakan rapat evaluasi dan

pelaporan terkait berapa jumlah data yang masuk dan diproses,

sehingga dapat dilihat terkait perkembangan dan kendala yang ada
jikaitu terjadi (Wawancara dengan W padatanggal 8 Mel 2023)”
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Sesuai dengan apa yang disampaikan informan diatas, maka dapat
dikatakan bahwa untuk mengetahui kinerja dan pertanggungjawaban dari
setiap pegawal dalam melakukan pelayanan itu diadakan rapat evaluasi.
Sehingga dalam proses rapat yang dilakukan akan dilaporkan terkait
perkembangan dan progres selama proses pelayanan. Hal tersebut juga
dibahas terkait kendala apa yang dialami oleh pegawa ketika melakukan
proses pelayanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegawa akan
mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya ke pimpinan disaat dilakukan
rapat bersama. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kemudian hal yang hampir sama disampaikan oleh informan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian, yang menyampaikan bahwa:

“jadi setiap pegawai nantinya akan dievaluasi dan melaporkan terkait

kinerja dan pelayanannya yang telah dilakukan. Dalam sebulan kita

biasa mengadakan rapat koordinasi, tujunannya untuk memperlancar
komunikasi dan mengetahui apa sgja kendala yang dialami oleh
pegawai. Sehingga pimpinan akan bertanggungjawab ketika ada
kendala teknis yang menjadi penghambat dalam proses pelayanan
yang dialami oleh pegawal. Kalaupun sifatnya itu seperti masalah
kemampuan, maka biasanya pimpinan akan memberikan pelatihan

khusus kepada pegawai (Wawancara dengan N pada tanggal 8 Mel
2023.)”

Sesual apa yang disampaikan informan diatas, maka dapat dikatakan
bahwa jalur koordinasi untuk melaporkan terkait apa yang sudah dilakukan
oleh para pegawai itu sangat jelas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
rapat koordinas dan evaluas yan dilakukan sebulan sekali oleh internal di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Marowali untuk

memastikan proses berjalan dengan semestinya. Kemudian dalam agenda
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tersebut maka pegawa akan menyampaikan atau melaporkan terkait progres
dalam pelayanan yang dilakukan dalam sebulan, serta menyampaikan apa
yang menjadi kebutuhan dan kendala yang dialami selama proses pelayanan
berlangsung terhadap masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa
akuntabilitas pihak pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras
Kabupaten Marowali sangat berpengaruh terhadap kemajuan organisasi
tersebut.

C. Pembahasan Hasil Pendlitian

Dalam pelayanan publik, instansi pemerintah dituntut untuk
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat (Basir, 2021). Maka
dalam konsep good governance, pemerintah berperan memberikan pelayanan
yang dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat (Nurbaeti & Nugraha,
2019). Sehingga instansi pemerintah yang berorientasi terhadap pelayanan
harus memperhatikan kualitas sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya
manusia dan sumber daya yang lain didalam instansi tersebut (Anwar, 2020).
Salah satu sumber daya yang perlu diperhatikan ialah terkait kinerja aparatur
dalam melakukan pelayanan di organisasi publik. Kinerjaaparatur atau pegawai

sangat berperan penting terhadap kemajuan organisasi.

Kinerja aparatur dalam pelayanan publik merupakan salah satu elemen
yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu roda
organisasi. Sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap instansi publik
memberikan pelayanan prima dan menuntut pegawainya agar bisa

memaksimalkan kinerjanya untuk melayani masyarakat. Sehingga masyarakat
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mendapatkan kepuasan akan pelayanan yang didapatkan dari instans
pemerintah. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Agustina (2019) bahwa
dalam pelayanan, pemerintah harus menjaga kepercayaan dan meningkatkan

kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Sehingga dalam penelitian ini akan membahas terkait kinerja pelayanan
publik dalam dalam pembuatan kartu pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigras Kabupaten Morowai Utara dengan menggunakan

pendekatan teori dari Cascio (1991) dengan menggunakan indikator, yaitu

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan karaktaristik-karaktaristik kepribadian individu
yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan
dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas
kehidupannya. Jika berbicara tentang tentang konsep produktivitas pada
dasarnya dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimens individu dan dimens
organisasi. Pengkajian masalah produktivitas dari dimensi individu tidak lain
melihat  produktivitas  terutama  dalam  hubungannya  dengan
karakteristikkarakteristik kepribadian individu. Maka dapat dikatakan bahwa
salah satu elemen penting untuk melihat seberapa produktif pegawa dalam
menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Pramono et a
(2020) bahwa produktivitas kinerja dari seorang pegawai sangat berpengaruh

terhadap organisasi dalam menjalakan pekerjaannya.
Oleh karena itu, untuk melihat kinerja dari pegawai dalam

melakukan pelayanan perlu untuk membahas terkait produktivitas
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kinerjanya. Termasuk yang telah dibahas sebelumnya mengenai aspek
produktivitas dalam pelayanan yang dilakukan oleh pegawa di Kantor
Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Maka
dari hasil analisis yang dilakukan oleh penéliti terkait aspek produktivitas
kinerja pegawai berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan
berbagai infoman dilapangan, maka dapat dikatakan bahwa ukuran
produktivitas itu sifatnya dinamis. Hal tersebut disebabkan karena
pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras
Kabupaten Morowali Utaraterkait pembuatan kartu pencari kerja (AK-1)
tidak menentunya jumlah permohonan dan permintan setiap harinya.
Namun, analisis dari hasil informasi yang didapatkan bahwa pihak Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara pernah
menyelesaikan 300 kartu pencari kerja dalam satu hari kerja.
. Kudlitaslayanan

Pelayanan merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat
diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi
stagnass maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak
kemacetan (Luaset a., 2017). Oleh karenaitu perlu ada perencanaan yang
baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan masyarakat
sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada
pemerintah daerah (Karya Pamungkas & Hefsi Abdullah Jakfar, 2022).
Sehingga kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur

sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat yang menginginkan
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pelayanan. Maka diharapkan melalui peningkatan pelayanan, keluhan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah
selama ini seperti, prosedur dan tata cara pelayanan, waktu pelayanan,
mekanisme pelayanan. Sehingga peningkatan dalam kualitas pelayanan
daam penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada upaya
mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan, memperpendek
birokrasi, menjamin kepastian pelayanan.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, jika dikaitkan
dengan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Morowali Utaraterkait pembuatan kartu pencari
kerja (AK-1) dapat dikategorikan sudah berjalan dengan baik. Hal
tersebut dibuktikan dengan respon dan tanggapan dari masyarakat
mengenai kualitas pelayanan dan kinerja dari pegawai. Kemudian hal
yang melatarbelakangi penilaian tersebut ialah dengan adanya terobosan
inovasi-inovasi yang beriorientas agar dapat memberikan kemudahan
bagi masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke kantor
secara langsung seperti adanya pelayanan yang berbasis online. Karena
dengan menggunakan sistem pelayanan berbasis online dapat
memudahkan pelayanan yang dilakukan oleh pegawa dan masyarakat
juga akan merasa terbantu dengan berkurangnya waktu dan biaya saat
proses pelayanan. Hal tersebut sependapat dengan yang disampaikan oleh
Hong & Lee (2023) layanan publik yang disesuaikan melalui model

inovasi layanan publik berbasis tata kel ola yang cerdas dan menggunakan
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teknologi dalam pelaksanannya. akan tetapi temuan yang didapatkanialah
kurang maksimalnya pelayanan berbasis online di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigras Kabupaten Morowali Utara karena masalah kurang
meratanya aksesjaringan dan saluran listrik yang terkadang sering padam.

. Responsivitas

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk
upaya untuk memenuhi hak seluruh masyarakat untuk memperoleh
pelayanan kebutuhan barang, jasa maupun pelayanan administrasi yang
menjadi fungsi negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat
(Dewi & Suparno, 2022). Maka dalam melakukan pelayanan dibutukan
sifat responsif dari pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja serta
mendapat kepuasan dari masyarakat. Hal tersebut kemudian disampaikan
oleh bahwa responsivitas dalam pelayanan merupakan elemen penting
yang harus ditingkatkan dan harus ada kesadaran yang harus dimiliki oleh
pegawai saat menjalankan tugasnya (Gultom et al., 2023). Oleh karenaitu
tindakan yang cepat dibutuhkan dalam pelayanan yang diberikan oleh
pegawal untuk menunjang kemajuan organisasi.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil informasi yang didapatkan dari
penelitian yang dilakukan terkait responsivitas pegawal yang berada di
Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara dalam
melayani masyarakat terkait pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) sudah
sesuai. Hal itu didasari dengan respon dan penilaian masyarakat terkait

pelayanan yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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Kabupaten Morowali Utara. Kemudian alasan lain itu diperkuat dengan
proses pelayanan dan respon pegawai ketikamelakukan proses pelayanan
mulal dari verifikasi berkas dan proses pembuatan kartu pencari kerjabisa
dirampungkan dalam waktu 1 hari kerja. Selain itu, adapun ketika
masyarakat mengalami kendala, pihak pegawa dengan cepat untuk
menginformasikan dan memberikan petunjuk terkait mekanisme
pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara

. Responsibilitas

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan
publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas
pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan public.
Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat
dilakukan, maka aparatur memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat
agar apa yang menjadi tujuan dan hargpan dari masyarakat dalam
mengakses pelayanan itu bisa terpenuhi. Hal tersebut untuk memastikan
bahwa aparatur benar-benar bertanggungjawab agar apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat dalam mengakses pelayanan di instans
pemerintah bisa didapatkan (Jundiaet al., 2023). Sehingga pihak aparatur

memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dan etika dalam melayani
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masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan respon positif dan
kepuasan terhadap kinerja dari aparatur.

Responsibilitas dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya
pegawai dalam mel aksanakan kegiatan pelayanan di Kantor Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigras Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan
prinsip—prinsip pelayanan dan berdasarkan aturan yang ada. Adapun hasil
penelitian yang dilakukan mengenai responsibilitas pihak pegawai di
Kantor Dinas Tenaga K erjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara
dalam pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) sudah berjalan dengan
optimal. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari hasil
wawancara terkait tanggapan masyarakat mengenai pengalaman saat
proses pelayanan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras
Kabupaten Morowali Utara belum ada kejadian bahwa pihak pegawai
melakukan salah satu bentuk maladminstrasi bahkan setiap permohonan
pembuatan kartu pencari kerjayang masuk itu pasti akan diproses dengan

cepat.

. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang  dapat
dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan ankuntabel. Sehingga setiap
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam instansi publik tidak oleh
asal mengerjakan, namun harus sesuai dengan SOP yang ada. Sehingga
hal tersebut akan dipertanggungjawabkan terhadap pimpinan. Dalam

proses pelayanan publik sangat jelas orientasi hirearki dalam struktur
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instansi publik, bahwa pegawa akan bertanggungjawab terhadap
pekerjannya sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga hal tersebut
dibuktikan adanya punishment dan reward yang perlu diberikan oleh
atasan terkait kinerja yang dilakukan oleh pegawai untuk mendukung
kinerja pegawai (Zulkifli & Rosalinda, 2023).

Oleh karena itu dalam pelayanan yang dilakukan di Kantor Dinas
TenagaKerjadan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara dalam proses
pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) dengan indikator akuntabilitas
dapat dikatakan sudah berjalan dan sesuai. Hal tersebut dibuktikan dengan
adanya rapat evaluasi yang dilakukan oleh instans tersebut untuk
mengukur dan meninjau segjauh mana proses pelayanan berjalan sesuai
dengan SOP. Kemudian pihak pegawai akan membuat dan
menyampaikan laporan terkait progres perkembangan serta kendala
dalam proses pelayanan. Selainitu, hal yang dianggap perlu agar pegawai
dapat meningkatkan motivasi kerjanya ialah dengan menerapkan
punishment dan reward saat menjal akan tugasnnya.

Kelima elemen ini secara kolektif mempengaruhi proses kinerja dalam
pelayanan terhadap suatu bentuk pelayanan pemerintah terhadapa masyarakat.
Maka untuk memberikan kepuasa terhadap pelayanan kepada masyarakat perlu
meningkatkan kualitas dari SDM dan sarana, prasarana yang ada di dalam
organisasi. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik juga harus
berani dalam membuat inovasi yang berorientas terhadap kemajuan organisasi

seperti pemanfaatan teknologi dalam melakukan pelayanan.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendlitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti
sesual dengan analisis dari datalapangan yang dilakukan, maka dapat dikatakan
bahwa dalam Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali utara sudah
tergolong optimal. Hal tersebut dibutkikan dengan temuan dalam penelitianiini,
sebagai berikut:

1. Produktivitas, mengenai aspek produktivitas pelayanan yang ada sudah berjalan
dengan baik, karena pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali utara dapat menyelesaikan berkas yang masuk terkait kartu pencari
kerjadengan waktu 1 hari kerja.

2. Kualitas Layanan, pelayanan publik dalam pembuatan kartu pencari kerjapada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Morowali utara sudah
menggunakan sistem online namun belum maksimal karena terkendala tidak
meratanya akses jaringan dan listrik. Namun pelayanan berbasis manual masih
berjalan dengan efektif.

3.Responsivitas, mengena tanggapan dan respon masyarakat terkait
responsivitas pelayanan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dibuktikan
dengan kepuasan masyarakat dalam melakukan proses pembuatan kartu
pencari kerja yang direspon dan diberikan petunjuk dengan jelas oleh pihak

pegawai.
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4.Responsibilitas, terkait dengan pertanggungjawaban pelayanan yang dilakukan
oleh pegawal di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali
utara sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan belum adanya kasus bahwa
pel ayanan yang diberikan kepada masyarakat tertunda. Sertaketikamasyarakat
memiliki kendala, pegawai akan langsung memberikan solusi dan
kebijaksanaan agar proses pembuatan kartu pencari kerja bisa cepat diproses.
5.Akuntabilitas, terkait tanggungjawab pegawai terhadap kemajuan organisasi
dalam memberikan pelayannan sudah tergolong baik. Hal tersebut dibuktikan
dengan adanya rapat rutin yang dilakukan di internal instansi tersebut untuk
mengevaluasi dan melaporkan terkait hasil kinerja yang telah dilakukan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis
memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk memaksimalkan
kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali
utara kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1. Memaksimalkan potensi pegawal dengan meningkatkan kualitas pegawai
dalam melayani masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali.

2. Merancang inovasi dalam pelayanan berbasis teknologi yang lebih baik

3. Perlu adanya pemberian reward and punishment kepada setiap pegawai

terhadap prestasi kerja yang dilakukan.
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